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ABSTRAK. Kebijakan alih status Taman Kanak-kanak (TK) swasta menjadi TK negeri 
merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan 
pemerataan layanan pendidikan anak usia dini. Namun, perubahan status kelembagaan 
tersebut tidak serta-merta diikuti oleh kesiapan manajerial dan sumber daya manusia di 
tingkat satuan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi 
pengelolaan lembaga pasca alih status TK swasta menjadi TK negeri di TK negeri 14 Kota 
Samarinda. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 
kasus. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, 
dan dokumentasi dengan melibatkan partisipan kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, 
dan orang tua murid. Data di analisis secara interaktif menggunakan teknik reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Alih status TK Tunas Harapan Loa Janan menjadi TK Negeri 14 Samarinda 
merupakan langkah strategis pemerintah yang berdampak positif pada tata kelola, mutu 
layanan PAUD, dan kepercayaan masyarakat. Meski menghadapi tantangan dalam sarana, 
status guru, dan adaptasi manajemen, pendampingan kepala sekolah dan pengawas 

membantu proses transisi berjalan bertahap dan mendapat respon positif dari orang tua.  

Kata Kunci :  Alih Status TK; TK Negeri;  Pengelolaan Lembaga 

ABSTRACT. The policy of changing the status of private kindergartens (TK) to public 
kindergartens is part of the government's strategy to strengthen governance and equalize 
early childhood education services. However, this change in institutional status is not 
immediately followed by managerial readiness and human resources at the educational unit 
level. The purpose of this study is to describe the institutional management strategy after 
the change in status of private kindergartens to public kindergartens in public kindergarten 
14 in Samarinda City. The research method uses a qualitative approach with a case study 
type. Data collection techniques were collected through in-depth interviews, observation, 
and documentation involving participants: principals, teachers, school supervisors, and 
parents. Data were analyzed interactively using data reduction techniques, data 
presentation, and continuous conclusion drawing. The results show that the change in 
status of Tunas Harapan Loa Janan Kindergarten to Public Kindergarten 14 Samarinda is a 
strategic government step that has a positive impact on governance, the quality of PAUD 
services, and public trust. Despite facing challenges in facilities, teacher status, and 
management adaptation, the guidance of the principal and supervisor helped the transition 
process proceed gradually and received a positive response from parents. 
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PENDAHULUAN  
 Terwujudnya sistem pendidikan yang memiliki mutu yang baik dan 

berkelanjutan, pengelolaan lembaga merupakan salah satu disiplin ilmu yang peranan 

penting di dalamnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan lembaga merupakan ilmu yang 

mengelola sumber daya yang ada di dalam pendidikan, seperti tenaga pendidik, 

manajemen lembaga PAUD, kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, murid dan 

sebagainya. Pada proses interaksi yang ada di dalam pendidikan secara terencana dan 

tersistem guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan (1). Dari tahun ke 

tahun jumlah lembaga TK semakin bertambah seiring dengan kebutuhan anak usia dini 

yang harus dilayani. Peningkatan kuantitas lembaga TK ini diharapkan juga diiringi 

dengan peningkatan mutu layanan. Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan TK, 

pemerintah berupaya untuk memfasilitasi, membina dan mengarahkan masyarakat agar 

memahami apa, mengapa, dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini 

yang benar (2). 

Penguatan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan agenda 

strategis dalam pembangunan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang ditempuh 

pemerintah adalah alih status TK swasta menjadi TK negeri guna meningkatkan akses, 

mutu, dan akuntabilitas layanan PAUD. Secara normatif, kebijakan ini diharapkan 

mampu memperkuat tata kelola lembaga dan menjamin keberlanjutan layanan 

pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik (3). Penegerian satuan PAUD 

pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD, 

yang dianggap sebagai kebutuhan sangat penting. Dengan penegerian, satuan PAUD 

tersebut akan menjadi milik negara, secara bertahap dibiayai oleh negara, serta diatur 

dan dikelola oleh pemerintah. Penegerian satuan PAUD juga berarti menyerahkan aset 

satuan tersebut kepada negara untuk kemudian dikelola oleh pemerintah (4). 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendirian dan 

pengembangan satuan pendidikan, pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam 

penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui 

pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, 

dan/atau bantuan pendidik, melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD 

dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD (5). Seiring berjalan waktu 

pemerintah kota Samarinda mengeluarkan surat keputusan wali kota Samarinda tahun 

2025 tentang pendirian penyelenggaraan pendidikan TK Negeri 13 Samarinda, TK 

Negeri 14 Samarinda, dan TK Negeri 15 Samarinda. Dari surat tersebut terdapat 3 

sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri dan salah satunya yaitu TK Tunas Harapan 

Loa Janan yang berdirinya pada tahun 1983 sekarang menjadi TK Negeri 14 Samarinda 

pada tahun 2025.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya yang mengatakan 

bahwa dalam proses penegerian terdapat beberapa syarat ketat yang menjadi 

pertimbangan, antara lain yaitu  aset hak milik tanah yang jelas, dan hak milik tanah 

sekolah TK tersebut dahulunya memang milik pemerintah kota, serta luas tanah dan 

sarana prasarana fasilitas, kepala sekolah dan guru ASN, dan jumlah murid pun telah 

memenuhi kriteria (6). Namun di TK Negeri 14 Samarinda sudah dipertimbangkan oleh 
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Pemerintah kota bahwa hak milik tanah sekolah tersebut punya pemerintah, kepala 

sekolah masih honor maka pemerintah menunjuk Plt Kepala sekolah ASN dari TK Negeri 

lain untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab secara sementara, guru-guru 

masih berstatus honor, tetapi jumlah muridnya memenuhi kriteria. 

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala 

sekolah lama berinisial SR, diketahui bahwa pemerintah mengambil alih karena status 

tanah milik pemerintah kota dan yayasan TK Tunas Harapan Loa Janan tidak memegang 

surat tanah maka di ambil alihlah oleh pemerintah. Karena kepala sekolah dan guru 

masih status honor maka kepala sekolah ditunjuk oleh pemerintah berasal dari sekolah 

lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

pemahaman secara mendalam mengenai pengelolaan lembaga pasca alih status TK 

Swasta menjadi tk negeri di TK Negeri 14 samarinda tahun 2025, termasuk penguatan 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah, penyesuaian sistem tata kelola dan 

administrasi, tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap pasca alih status 

TK Negeri 14 Samarinda. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang 

bertujuan untuk memahami secara mendalam pengelolaan lembaga pasca alih status TK 

Swasta menjadi TK Negeri di TK Negeri 14 Samarinda. Teknik pengumpulan data 

meliputi pertama, wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 1 pengawas, 2 kepala 

sekolah lama dan baru, 2 guru, dan 1 orangtua. Kedua, observasi partisipatif untuk 

mengumpulkan data mengenai lembaga alih status TK Swasta menjadi TK Negeri 14 

Samarinda. Ketiga, dokumentasi sebagai metode penunjang untuk memperoleh 

data/fakta dilapangan.  

Teknik pemilihan partisipan menggunakan teknik purposive sampling, yang 

sudah mendapatkan izin dari pihak Lembaga tersebut. Pemilihan ini didasarkan pada 

tujuan tertentu atau karakteristik tertentu yang diinginkan oleh peneliti untuk 

memahami lebih dalam fenomena yang diteliti (6). Purposive sampling dilakukan 

berdasarkan kriteria pengawas, kepala sekolah, guru, orangtua yang terlibat dalam 

kegiatan pengelolaan lembaga pasca alih status TK Negeri 14 Samarinda. Penelitian 

dilaksanakan di TK Negeri 14 Samarinda, Kalimantan Timur pada bulan Desember 2025. 

Adapun data yang telah diperoleh, akan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berkelanjutan sesuai 

model Miles dan Huberman (7).  

  

 
 

 

Gambar 1. Tahapan Analisis Data 

Penyajian data Penarikan kesimpulan Reduksi data 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Pertama, Kepemimpinan Transformasional dalam Masa Transisi. TK Tunas 

Harapan Loa Janan merupakan salah satu sekolah jenjang TK  berstatus swasta berdiri 

pada tanggal 8 Desember 2009 yang berada di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota 

Samarinda dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala sekolah 

dan guru-guru TK Tunas Harapan Loa Janan masih berstatus honor belum ada yang ASN. 

Yayasan TK Tunas Harapan Loa Janan ini tidak memiliki surat tanah secara resmi dan 

tanah tersebut masih berstatus milik pemerintah Kota Samarinda sehingga di ambil alih 

oleh Pemerintah pada tanggal 13 Maret 2025 diresmikan menjadi TK Negeri 14 

Samarinda dan Kepala sekolah ditunjuk dari sekolah lain yang berstatus ASN untuk 

menjadi Plt kepala sekolah di TK Negeri 14 Samarinda.  

Hal ini didukung oleh pendapat Anggraini, Perubahan status sekolah swasta 

menjadi negeri memiliki alasan yang beragam. Sekolah akan menghadapi tantangan-

tantangan dalam perubahan, tanpa perubahan sekolah tidak akan bertahan lama. 

Perubahan status sekolah swasta menjadi negeri akan mengalami perubahan visi 

misinya agar dapat memberi sumbangan di dalam proses pendidikan (8). Hal ini 

diperkuat pendapat dari pengawas berinisial RD yang mengatakan bahwa kebijakan alih 

status ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat layanan PAUD. 

Dengan menjadi TK negeri, sekolah memiliki legitimasi yang lebih kuat, terutama dalam 

hal pembiayaan dan pengawasan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menuntut kesiapan 

manajemen sekolah karena sistem kerja yang sebelumnya relatif fleksibel harus 

menyesuaikan dengan aturan birokrasi pemerintah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu yaitu keberhasilan proses  pendidikan  anak  

pada  masa  dini  tersebut  menjadi dasar   atau   pondasi   untuk   proses   pendidikan   

selanjutnya. Pada   masa ini, stimulasi    pendidikan    yang    positif    sangat    penting    

bagi    perkembangan anak, karena stimulasi  yang  tidak  tepat  akan  berdampak  

negatif  di  kehidupan selanjutnya  dan  tidak  dapat  diperbaiki,  salah  satu  upayanya  

yaitu  dengan penegerian lembaga (9). Peran pengawas cukup intensif, terutama pada 

masa awal alih status (10).  Pengawas pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian 

dan bantuan atau bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. 

Bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah 

untuk meningkatkan kinerja sekolah (11). Di TK Negeri 14 Samarinda, pengawas 

melakukan pendampingan terkait pemenuhan standar administrasi, supervisi akademik, 

serta pembinaan kepala sekolah dan guru. Pendampingan ini tidak hanya bersifat 

evaluatif, tetapi juga edukatif agar sekolah tidak merasa terbebani dengan perubahan 

yang terjadi.  

Kepala sekolah baru berinisial AP di TK Negeri 14 Samarinda memberi 

keteladanan dalam pelaksanaan tugas ia bertanggungjawab mengelola sekolah mulai 

dari struktur pada saat TK Swasta dibawah naungan yayasan kini dibawah naungan 

Dinas Pendidikan, melakukan observasi dan pendekatan apa yang dibutuhkan sekolah, 

menjalin hubungan yang baik dan memberikan semangat terhadap guru, orangtua, dan 

murid. AP memandang konflik adalah sebagai hal yang wajar dan dapat menyelesaikan 

perbedaan pendapat dengan mencari solusi yang baik. 
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Hal ini sejalan dengan pendapat Latifah, dkk yaitu Kepala TK Negeri selama 

kepemimpinannya terdapat empat macam pendekatan studi kepemimpinan, yaitu: 

pendekatan pengaruh kewibawaan, pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan 

pendekatan situasional. Fungsi dari kepemimpinannya secara garis besar yaitu 

mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam suatu organisasi agar mau 

melakukan apa yang dikehendaki sebagai seorang pemimpin. Serta memiliki 

kemampuan dasar berupa technical skills, human skill, dan conceptual skill, pengetahuan 

dan keterampilan profesional (12). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengawas dan kepala sekolah berperan sebagai aktor kunci dalam mengelola perubahan 

pasca alih status. Kepemimpinan transformasional diwujudkan melalui penegasan visi, 

penguatan koordinasi internal, dan pengelolaan resistensi guru terhadap perubahan 

sistem kerja.  

Kedua, Penataan Tata Kelola dan Sistem Administrasi. Penataan tata kelola dan 

administrasi Pendidikan menyangkut semua kegiatan, baik mengenai materi, personel, 

perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya, yang harus diatur 

sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi-kondisi 

belajar mengajar yang baik (13). Hal ini sejalan dengan pendapat kepala sekolah lama 

berinisial SR yaitu terkait kebijakan dan kelola sistem administrasi dahulu hanya 

pertimbangan dari yayasan karena sudah menjadi TK Negeri maka butuh pertimbangan 

dan mengikuti kebijakan dari dinas pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pendapat 

pengawas berinisial RD mengatakan bahwa Sekolah dituntut untuk memiliki 

perencanaan yang lebih sistematis, seperti penyusunan RKAS, laporan keuangan, dan 

administrasi kepegawaian. Selain itu, kepala sekolah juga harus lebih aktif dalam 

koordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah bagian dari  

manajemen  untuk  merencanakan,  mengadakan,  merawat  dan  bertanggung jawab,  

menginventariskan,  menghapus  peralatan  ataupun  barang  yang  sudah tidak  bisa  

digunakan,  hal  ini  sangatlah  penting  untuk  menunjang  pembelajaran. Sarana  dan  

prasarana  pendidikan  anak  usia  dini  merupakan  salah  satu  faktor pendukung  

dalam  menunjang  mutu  dan  proses  kegiatan  belajar  mengajar.  Oleh sebab  itu,  

adanya  sarana  dan  prasarana  akan  memberikan  kenyamanan  terhadap seluruh 

pelaku pendidikan pada suatu lembaga ataupun sekolah (14). Permainan Outdoor 

merupakan permainan diluar yang sangat menarik bagi anak yang dimana terdapat 

jenis-jenis permainan : Jungkat-jungkit, Perosotan, Ayunan, dan sebagainya. Yang bisa 

membuat anak mengeksplore dirinya dalam bermain diluar dan juga anak mampu 

mengembangkan kemampuan motrik anak , tetapi juga sangat berbahaya bagi anak jika 

kondisi fisik pada permainan kurang aman untuk anak sehingga bisa menyebabkan 

cedera  bagi  anak  selanjutnya (15). 

Hal ini dinyatakan oleh kepala sekolah baru berinisial AP mengatakan bahwa 

karena terkendala lahan kurang luas maka masih menggunakan permainan outdoor 

yang sudah dari sebelum menjadi TK Negeri, ia sudah mengajukan proses kebutuhan 

sarana dan prasarana sudah beberapa persen pemeliharaannya di permainan outdoor, 

menambah permainan untuk didalam kelas saja dan pengajuan lainnya di tahun 2026. 
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Informasi dari pemerintah bahwa ingin dibangun satu gedung kelas tetapi masih 

terkendala karena lahan nya sempit jadi masih dipertimbangkan.  

Sekolah swasta umumnya dibiayai oleh yayasan pengelola, yang mencakup 

operasional seperti listrik air, dan sarana-prasarana bersumber dari SPP murid dan 

dana BOSP. Yayasan bertanggung jawab penuh, terutama jika dana BOS tidak 

mencukupi, karena sekolah swasta dikelola mandiri. Pengeluaran tersebut merupakan 

bagian dari operasional yang wajib dilaporkan dalam perpajakan yayasan (16). 

Sedangkan di TK Negeri 14 Samarinda, guru berinisial AS mengatakan bahwa pada saat 

sekolah TK menjadi negeri mendapat fasilitas dari pemerintah berupa pembiayaan 

listrik dan air. Pemerintah memberikan fasilitas TV Smartboard sudah berdampak baik 

pada guru dan murid bermain sambil belajar mengenal teknologi.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alih status mendorong sekolah untuk 

menyesuaikan tata kelola dan sistem administrasi sesuai regulasi sekolah negeri. 

Penelitian menemukan bahwa penataan administrasi menjadi strategi utama dalam 

membangun akuntabilitas lembaga. Namun, peningkatan beban administratif juga 

menuntut adanya dukungan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi guru. 

 
Gambar 2. Tampak Depan TK Negeri 14 Samarinda 

Ketiga, Pembinaan Guru dan Adaptasi Budaya Kerja. Syarat beroperasi nya TK 

Negeri harus memiliki pegawai terutama Kepala sekolah, guru yang sudah berstatus 

ASN dan terjadinya perombakan struktur (17). Namun pada saat mau beralih dari TK 

Swasta ke TK Negeri 14 Samarinda guru semua berstatus honor punya ketakutan di 

geser ke sekolah lain sehingga kepala sekolah baru berinisial AP memberikan 

pemahaman sesuai yang disampaikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan 

Samarinda bahwa kepala sekolah lama menjadi guru dan guru yang ada didalam TK 

tersebut tidak berpindah. Mudahan apa yang di janjikan oleh pemerintah itu terlaksana, 

terkait kelola lembaga, sarana prasarana, dan penjaminan mutu pendidikan terhadap 

guru honor dan murid. 

Pada saat beralih menjadi TK Negeri 14 Samarinda guru merasakan adaptasi 

yang pertama dari lingkungan sekitar bahwa masyarakat antusias ingin menyekolahkan 

anaknya di TK Negeri 14 karena di kecamatan Loa Janan belum ada sekolah TK Negeri 

dan TK Negeri 14 inilah yang pertama kali. Kedua, jam kerja pendidik dan tenaga 

pendidikan berubah pada saat di yayasan pulang kerja bisa jam 13.00 Wita setelah 

menjadi TK Negeri pulang kerja jam 15.20 Wita. Hal tersebut diperkuat dari pendapat 

pengawas berinisial RD yang mengatakan bahwa respon guru terhadap perubahan 

status di TK negeri 14  tersebut responnya beragam. Kepala sekolah umumnya 
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menyadari tanggung jawab yang lebih besar dan berupaya menyesuaikan diri. Namun 

secara bertahap mulai memahami sistem baru, terutama setelah adanya pendampingan 

dan sosialisasi dari dinas pendidikan dan pengawas. TK Negeri prioritas perhatian dari 

Pemerintah salah satunya dalam kesejahteraan guru. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Oktafiana, kesejahteraan merupakan 

hal yang penting bagi semua guru, pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk 

meningkatkan motivasi dan semangat kerja untuk mempertahankan guru yang memiliki 

kemampuan dan bakat yang baik dalam proses belajar. Program kesejahteraan guru 

yang disusun berdasarkan peraturan legal, berdasarkan keadilan dan kelayakan serta 

berpedoman pada peraturan pemerintah (18). Untuk pembinaan guru aktif melakukan 

pengembangan kompetensi kepribadian melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, 

seminar, dan penguatan keterampilan komunikasi (19). Pengawas merekomendasikan 

adanya program pendampingan khusus bagi TK alih status, terutama pada satu hingga 

dua tahun pertama. Pendampingan ini sebaiknya tidak hanya fokus pada administrasi, 

tetapi juga pada penguatan kompetensi pedagogik guru agar kualitas layanan PAUD 

tetap terjaga.  

Namun pendapat dari guru inisial AS mengatakan bahwa saat ini pelatihan atau 

bimbingan di berikan kepada guru setelah alih status pelatihan guru khusus setelah 

negeri belum ada, tetapi kalau untuk pelatihan perbaikan diri istilahnya menambah 

wawasan guru ada tetapi secara umum jadi bergabung dengan sekolah swasta. Hal ini 

ditambahkan oleh pendapat kepala sekolah baru berinisial AP mengatakan bahwa ada 

pelatihan semua guru TK di Samarinda kami berantusias ikut terlibat dan dapat uang 

transportasi agar semangat untuk datang ke pelatihan dan menambah wawasan.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitri yaitu menyelenggarakan pelatihan 

dan pengembangan pendidik TK berupa pembinaan guru dan yang   bertujuan   untuk 

memberikan  pedoman  dalam  pengembangan  kesadaran  guru.  Adapun kegiatannya  

berupa:  Pembekalan  guru, Kegiatan magang atau observasi, pembinaan umum, 

keterlibatan guru secara aktif dalam penerapan sistem manajemen mutu, dan kegiatan 

pelatihan bagi guru. Pemberian Reward   untuk memotivasi  dan  memberikan  efek  jera  

perlu  dilakukan  tindakan-tindakan  tertentu  bila diperlukan (20). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa guru menghadapi tantangan adaptasi terhadap budaya kerja 

birokratis yang berbeda dengan sistem swasta. Strategi pembinaan dilakukan melalui 

supervisi pengawas dan pendampingan internal. Namun, pembinaan yang bersifat 

administratif masih perlu diimbangi dengan penguatan profesionalisme pedagogik agar 

tidak mengganggu kualitas layanan PAUD. 

Keempat, Persepsi Orang Tua terhadap Perubahan Layanan. Persepsi    

merupakan    proses    bagaimana individu    dapat    mengenali    diri    dan    sekitarnya, 

melalui   stimulus   yang   diterimanya,   dan   individu akan    mengalami    persepsi,  

suatu   proses   yang   didahului oleh   penginderaan   yaitu   proses   yang   berwujud 

diterimanya   stimulus   oleh   individu   melalui   alat reseptornya  kemudian  stimulus 

diteruskan  ke  pusat susunan saraf yaitu otak, dan otak merupakan proses 

psikologisnya  sehingga  individu  bisa  mempersepsi stimulus yang diterimanya (20). 
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Persepsi orang tua yang sangat positif, dukungan guru, serta sinergi antara 

keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi faktor utama keberhasilan perkembangan 

holistik anak (21). Hal ini sejalan dengan pendapat dari orangtua berinisial EL 

mengatakan “saya ada perasaan senang karena anak saya bisa masuk negeri kalau 

bicara perubahan belum terlalu banyak  yang berubah karna baru peralihan. Semoga 

sekolah ini di perhatikan oleh pemerintah  karena ini sudah bagian dari pemerintah 

untuk membangun bangunan yang lebih layak dari sekarang”. 

Agar persepsi orang tua  murid terhadap TK baik, maka  kepala  sekolah  dan  

para  guru  diharapkan melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik dalam 

melaksanakan    tugas    dan    tanggungjawabnya dalam  memberikan  jasa  pendidikan  

yang  baik sesuai   yang   diharapkan (22). Berdasarkan yang dialami orangtua inisial EL 

yaitu terkait pelayanan kepala sekolah dan guru sudah meningkat jika kami ada hal yang 

kurang berkenan kami komunikasikan dengan kepala sekolah dan guru lalu mencari 

solusi bersama.  

Salah satu program pemerintah yaitu MBG (makanan bergizi gratis) MBG    

memiliki    potensi    untuk menjadi kebijakan jangka  panjang  yang  tidak hanya 

meningkatkan kesehatan anak sekolah, tetapi juga memastikan akses pendidikan yang 

lebih  merata  dan  berkualitas (23).  Di TK Negeri 14 Samarinda sampai saat ini masih 

dalam tahap pengajuan SK ke Dinas terkait makanan bergizi gratis tetapi di TK Negeri 

14 Samarinda ini ada kegiatan penunjang gizi anak yaitu pihak sekolah mengadakan 

makan sehat kolaborasi dari orangtua dan guru memperkenalkan anak-anak makanan 

sehat sejak dini seperti makan sayuran dan buah setiap bulan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki persepsi yang 

positif, didukung oleh komunikasi dan kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru, 

dan orang tua, berperan penting dalam menunjang perkembangan holistik anak. 

Meskipun program MBG di TK Negeri 14 Samarinda masih dalam tahap pengajuan, upaya 

sekolah melalui kegiatan makan sehat hasil kolaborasi guru dan orang tua menunjukkan 

komitmen dalam mendukung pemenuhan gizi dan kualitas pendidikan anak sejak dini. 

KESIMPULAN  

Alih status TK Tunas Harapan Loa Janan menjadi TK Negeri 14 Samarinda 

merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat layanan PAUD, terutama 

dari aspek legitimasi kelembagaan, pembiayaan, pengawasan, dan penjaminan mutu 

pendidikan guru dan anak usia dini. Perubahan status ini membawa dampak signifikan 

terhadap tata kelola sekolah, meliputi penyesuaian visi dan misi, sistem administrasi 

yang lebih terstruktur, serta penerapan aturan birokrasi pemerintahan yang menuntut 

kesiapan manajemen sekolah.  Peran kepala sekolah dan pengawas sangat penting 

dalam masa transisi, khususnya dalam pendampingan administrasi, supervisi akademik, 

pembinaan guru, serta menjaga iklim kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Meskipun 

terdapat tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana, status guru honor, dan 

adaptasi jam kerja, proses pendampingan yang bersifat edukatif membantu sekolah 

beradaptasi secara bertahap. Alih status ini juga mendapat respon positif dari 
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masyarakat dan orang tua, ditandai dengan meningkatnya minat menyekolahkan anak 

di TK Negeri 14 Samarinda. 
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